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َ لَمَعَ الْمُحْسِنيِْنَ   وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فيِْناَ لنَهَْدِينََّهُمْ سبُلُنَاَ ؕ وَاِنَّ اللّٰه

 

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 

berbuat baik." 

(QS. Al- ‘Ankabut 29:69) 
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ABSTRAK 

PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL SEBAGAI PENYIDIK DALAM 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN                               

PERALIHAN HAK ATAS TANAH              

DIMAS NUR AMIN                                                     

Tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan hukum 

yang sering terjadi di masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pemilik 

hak yang sah. Tanah sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi kerap 

menjadi sasaran kejahatan melalui pemalsuan dokumen, seperti akta jual beli, surat kuasa, 

dan sertifikat hak atas tanah. Dalam konteks ini, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 

memiliki peran penting sebagai penyidik dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak 

pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai penyidik dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menghambat pelaksanaan penyidikan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, observasi lapangan, dan 

studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen yang relevan. 

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif guna memperoleh gambaran yang 

komprehensif mengenai pelaksanaan tugas penyidikan dalam praktik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melaksanakan perannya 

sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, mulai dari penerimaan 

laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. 

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain kesulitan 

pembuktian keaslian dokumen, tumpang tindih kepemilikan tanah, perbedaan antara 

sengketa perdata dan pidana, serta perlunya koordinasi yang intensif dengan instansi 

pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi,profesionalit 

as penyidik, serta penguatan sistem administrasi pertanahan guna mewujudkan penegakan 

hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 

 

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Pemalsuan Surat, Hak Atas Tanah 
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ABSTRACT 

The Role of the South Sumatra Regional Police as Investigators in Law 

Enforcement against the Falsification of Documents on the Transfer of Land 

Rights 

DIMAS NUR AMIN 

The crime of falsification of documents related to the transfer of land rights is a legal issue 

that frequently occurs in society and has the potential to cause significant losses to 

legitimate rights holders. Land, as an object with high economic and social value, is often 

targeted through criminal acts involving the falsification of documents, such as deeds of 

sale and purchase, powers of attorney, and land ownership certificates. In this context, 

the South Sumatra Regional Police plays an important role as investigators in law 

enforcement efforts against the crime of falsification of documents concerning the transfer 

of land rights. This study aims to analyze the role of the South Sumatra Regional Police as 

investigators in enforcing the law against such crimes and to identify the factors that 

hinder the investigation process.This research employs an empirical legal research 

method with a sociological juridical approach. The data were obtained through direct 

interviews with investigators of the South Sumatra Regional Police, field observations, 

and documentation studies of relevant laws and regulations as well as related documents. 

The collected data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding 

of the implementation of investigative duties in practice. The results of the study indicate 

that the South Sumatra Regional Police has carried out its role as investigators in 

accordance with the applicable criminal procedural law, starting from the receipt of 

reports, inquiry, and investigation stages, to the submission of cases to the public 

prosecutor. However, in practice, several obstacles remain, including difficulties in 

proving the authenticity of documents, overlapping land ownership, challenges in 

distinguishing between civil disputes and criminal offenses, and the need for intensive 

coordination with land administration authorities. Therefore, it is necessary to enhance 

inter-agency coordination, improve investigator professionalism, and strengthen the land 

administration system in order to achieve effective law enforcement and provide legal 

certainty for the community. 

 

Keywords: Police Role, Document Falsification, Land Rights 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi krusial 

yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kestabilan keamanan serta 

ketertiban masyarakat, penegakan supremasi hukum, dan penyediaan 

perlindungan, pengembangan, serta layanan bagi warga negara. Hal ini 

bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman, teratur, dan adil, 

sehingga menjamin terciptanya situasi damai dan terkendali di seluruh 

wilayah nasional.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian 

diartikan sebagai seluruh aspek yang berhubungan dengan fungsi dan 

institusi kepolisian yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.2 Sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki 

peran yang erat dengan masyarakat karena sering berinteraksi langsung 

dalam pelaksanaan tugasnya. Polisi bertanggung jawab untuk mengambil 

keputusan hukum secara konkret di lapangan. Maka wajar saja jika polisi 

dijuluki sebagai “hukum yang hidup”, karena melalui perbuatan dan Upaya 

 

 

 

 

 

 

 

1 Chitra Imelda dkk, Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. 

Chitra Imelda,1sted.(sumaterabarat:CV.GITALENTERA,2024). Hlm 23 
2 Budhi Suria Wardhana, “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi 

Covid-19,” Jurnal Ilmu Kepolisian 14, no. 2 (2020), Hlm 9 
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2  

 
mereka, ketentuan hukum benar-benar dilaksanakan serta diterapkan dalam 

rutinitas kehidupan masyarakat sehari-hari.3 

Penyidik merupakan pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan atas dugaan 

pelanggaran pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga 

menguraikan bahwa:4 

1) Kepolisian meliputi semua elemen yang terkait dengan pelaksanaan tugas, 

fungsi, serta peran lembaga kepolisian, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur 

negara yang bertanggung jawab serta melaksanakan tugas-tugasnya di 

dalam lingkungan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian 

yang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan 

wewenang umum untuk melaksanakan fungsi dan tugas di bidang 

kepolisian.5 

 

 

 

 

 

 

 

3 Malvin Hutabalian, “Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Dan 

Surat Keterangan Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh Camat Di Kepolisian Resor Kota Dumai,” JOM 

Fakultas Hukum 3, no. 2 (2016):. Hlm 14 
4 Andi Sofyan., Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, ed. Andi Sofyan, (jakarta: prenada 

media, 2017). Hlm 33 
5 irma Purba,dianis, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta 

Otentik Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru,” Jurnal Hukum IV (2017):Hlm 15. 
  



3  

 

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi otoritas 

untuk melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, serta 

melaksanakan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2. 

Penyelidikan merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh pejabat 

yang berwenang dengan tujuan untuk menelusuri dan mengidentifikasi suatu 

peristiwa yang diduga mengandung unsur tindak pidana. Kegiatan ini 

dilakukan untuk menilai apakah peristiwa tersebut memenuhi syarat hukum 

sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagai proses lanjutan dalam 

penegakan hukum pidana. Sementara itu, penyidikan adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang- undangan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, sehingga 

dapat memperjelas terjadinya suatu tindak pidana dan menemukan pihak yang 

bertanggung jawab sebagai pelakunya.6 

Penegakan hukum adalah usaha untuk menyeimbangkan serta 

menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma 

hukum dengan tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Proses ini 

merupakan wujud penerapan nilai-nilai hukum pada tahap akhir yang bertujuan 

menjaga, menciptakan, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam 

kehidupan bermasyarakat. Polisi sebagai penegak hukum bertugas berdasarkan 

asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law). Sebagai 

 

6 Hardianto Djanggih Abdul muis, Sufirman Rahman, “Efektivitas Penyidik Dalam Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah,” Journal of Lex Theory (JLT) 4, no. 2 (2023): Hlm 

122 
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aparat penegak hukum, polisi seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, 

mampu berperan sebagai pengendali sekaligus sahabat masyarakat, serta memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik dalam menjalankan tugasnya.7 

Tindak pidana pemalsuan termasuk dalam ketentuan yang diatur pada 

BAB XII Buku II KUHP, khususnya berkaitan dengan pemalsuan surat yang 

digunakan untuk menguasai hak atas tanah orang lain secara melawan hukum. 

Ketentuan mengenai pemalsuan surat dalam konteks pelanggaran terhadap hak 

atas tanah tercantum dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP. Dalam pasal- 

pasal tersebut dijelaskan bahwa pemalsuan surat tidak hanya terbatas pada isi 

tulisan, tetapi juga meliputi pemalsuan tanda tangan, cap, stempel, maupun bentuk 

lain yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Perbuatan pemalsuan 

mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan kepercayaan, di mana 

tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik 

bagi pelaku sendiri maupun bagi pihak lain yang terlibat. Dalam kasus kejahatan 

pertanahan, tindakan pemalsuan biasanya dilakukan terhadap dokumen atau surat 

keterangan tanah sebagai modus untuk mengalihkan atau mengakui hak atas tanah 

milik pihak lain seolah-olah secara sah sesuai kehendak pelaku.8 

Tindak pidana pemalsuan surat yang berhubungan dengan pelanggaran 

hak atas tanah biasanya menargetkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

pejabat berwenang, seperti akta autentik. Tindakan ini dilakukan dengan maksud 

memindahkan hak atas tanah milik pihak lain untuk memperoleh keuntungan 

 

7 Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat - ed. Laurensius 

Arliman S, Deepublish (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015). Hlm 12 
8 Yogie Fahrisal,. Penegakan Hukum Pidana Dalam Sengketa Penguasaan Tanah, ed. Nia 

duniawati, 1st ed. (indramayu: penerbit adab, 2025). Hlm 150 
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bagi pelaku. Menurut Pasal 264 KUHP, seseorang yang melakukan pemalsuan 

surat dapat dikenai hukuman penjara hingga delapan tahun jika pemalsuan itu 

dilakukan terhadap jenis surat tertentu yaitu:9 

1) Akta autentik 

2) Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau lembaga umum 

 

3) Surat saham, surat utang, atau sertifikat saham/utang yang diterbitkan oleh 

perkumpulan, yayasan, perusahaan, atau badan usaha. 

4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari surat sebagaimana dimaksud pada 

butir (2) dan (3), atau tanda bukti pengganti. 

5) Surat kredit atau surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan atau 

diedarkan dalam kegiatan perdagangan. 

Setiap orang yang dengan sengaja memakai surat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), yang isinya palsu atau telah dipalsukan, tetapi tetap diperlihatkan 

seolah-olah surat tersebut benar dan asli, dapat dijatuhi hukuman yang sama 

apabila penggunaan surat itu menimbulkan atau berpotensi menimbulkan 

kerugian bagi orang lain. 

Tanah memiliki kedudukan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. 

Seiring dengan kemajuan peradaban, perubahan dalam kehidupan masyarakat 

menimbulkan hubungan yang semakin kompleks antarindividu terkait 

kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Pertumbuhan penduduk, meningkatnya 

mobilitas, serta pesatnya pembangunan menyebabkan keterbatasan lahan yang 

ada menimbulkan potensi konflik dalam penguasaan hak atas tanah. Kesadaran 

 

9 Hardianto Djanggih Abdul muis, Sufirman Rahman.Hlm.3 
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masyarakat yang semakin tinggi terhadap hak dan kepentingannya, ditambah 

dengan kebijakan keterbukaan dari pemerintah, semakin mempertegas arti 

penting tanah bagi kehidupan dan pembangunan. Namun, di sisi lain, kondisi ini 

juga menimbulkan dampak negatif berupa munculnya berbagai konflik 

pertanahan dengan beragam modus yang rumit dan bersifat multidimensi, yang 

kerap menjadi perhatian media. Secara hakiki, konflik pertanahan dapat dipahami 

sebagai benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pemanfaatan atau 

penguasaan tanah, yang dapat terjadi antara individu dengan individu, individu 

dengan badan hukum, maupun antar badan hukum, dan pada umumnya berkaitan 

dengan persoalan dalam pelayanan administrasi pertanahan.10 

Peralihan hak atas tanah merupakan unsur penting dalam sistem hukum 

pertanahan di Indonesia. Istilah ini menggambarkan proses berpindahnya 

kepemilikan atau penguasaan tanah dari satu pihak ke pihak lainnya, baik karena 

tindakan hukum maupun peristiwa hukum tertentu. Pemahaman mengenai proses 

peralihan hak atas tanah sangat penting, tidak hanya bagi para praktisi hukum, 

tetapi juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan transaksi tanah. 

Proses ini juga menjadi bagian dari kegiatan pemeliharaan Pendaftaran Tanah, 

yang dilakukan ketika terdapat perubahan data yuridis yang wajib dicatat di 

Kantor Pertanahan. Bentuk peralihan hak tidak hanya mencakup jual beli, tetapi 

juga dapat berupa hibah, warisan, tukar-menukar, maupun penyertaan modal 

(inbreng) ke dalam perusahaan. Setiap bentuk peralihan memiliki karakteristik, 

 

10 Fatika Sari, Yeni Widowaty, and Leli Joko Suryono, “Penegakan Hukum Pemalsuan Surat 

Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah,” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 

(IJCLC) 1, no. 3 (2021). Hlm 149 
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persyaratan, serta akibat hukum yang berbeda-beda, dan semuanya diatur secara 

tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan hukum tersebut 

diabaikan, maka proses peralihan dapat dinyatakan batal atau menimbulkan 

sengketa di kemudian hari.11 

Pasal 26 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa peralihan hak milik atas tanah 

dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain tukar-menukar, hibah, jual beli, 

pemberian menurut hukum adat, wasiat, maupun tindakan hukum lainnya yang 

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan tanah. Ketentuan dan pengawasan 

terkait proses peralihan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa hak atas tanah dapat dialihkan 

melalui berbagai mekanisme hukum yang sah, baik berdasarkan hukum adat 

maupun hukum perdata, asalkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.12 Contoh Kasus pemalsuan surat PCR Covid-19 yang 

pernah terjadi di berbagai bandara di Indonesia, di mana pelaku membuat surat 

hasil tes palsu untuk kebutuhan perjalanan. Pelaku ditangkap dan dikenakan Pasal 

263 KUHP karena memalsukan dokumen resmi demi memperoleh hak untuk 

bepergian. 

Ketentuan tentang tindak pidana pemalsuan surat memang telah diatur 

dalam Pasal 263 KUHP, namun keberadaan pasal tersebut tidak otomatis 

menjamin terwujudnya keadilan tanpa adanya peran aktif dari aparat penegak 

hukum. Oleh karena itu, keterlibatan kepolisian menjadi sangat penting dalam 

 

11 Muhammad Khaidir Kahfi DKK , Hukum Pertanahan: Teori, Regulasi Dan Praktik Di 

Indonesia, ed. Muhammad Khaidir Kahfi Natsir (padang: CV. GITA LENTERA, 2025). Hlm 66-67 
12 Zahra Apritania Jati, “Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak 

Sebagai Wali,” Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 4, no. 2 (2022): Hlm 115 
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menjalankan fungsinya. Dalam kasus pemalsuan surat terkait peralihan hak atas 

tanah, Polda Sumatera Selatan memiliki peran sentral sebagai pihak penyidik. 

Tugas kepolisian tidak hanya terbatas pada menerima laporan dari masyarakat, 

tetapi juga mencakup kegiatan penyidikan untuk mengumpulkan bukti, 

mengungkap identitas pelaku, dan memastikan proses hukum berlangsung 

hingga tahap penuntutan. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik 

untuk mengangkat judul “Peran Kepolisian Daerah Sumsel sebagai Penyidik 

dalam Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Surat Peralihan Hak atas 

Tanah.” 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, 

maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Sumsel sebagai penyidik dalam 

penegakan hukum terhadap pemalsuan surat peralihan hak atas tanah? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Kepolisian Daerah Sumsel 

sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan surat 

peralihan hak atas tanah? 

B. Ruang Lingkup 

Penelitian ini difokuskan pada peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 

dalam melaksanakan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat 
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terkait peralihan hak atas tanah. Kajian difokuskan pada tahapan proses 

penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, mulai dari penerimaan laporan, 

penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga 

pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Penelitian ini tidak mencakup seluruh jenis 

tindak pidana pertanahan, seperti penyerobotan tanah, sengketa kepemilikan, atau 

penggelapan hak atas tanah, melainkan hanya terbatas pada tindak pidana 

pemalsuan dokumen peralihan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. 

Aspek hukum perdata dalam peralihan hak atas tanah juga tidak menjadi pokok 

bahasan, karena penelitian ini berfokus pada aspek pidana dan kewenangan 

kepolisian sebagai penyidik. Dengan batasan tersebut, penelitian ini diarahkan 

untuk menganalisis bagaimana kepolisian melaksanakan peran serta 

kewenangannya dalam penegakan hukum di wilayah Polda Sumatera Selatan, 

termasuk hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dalam proses 

penyidikan kasus pemalsuan surat tanah. 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian 

Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menelaah dan menganalisis peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 

sebagai aparat penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap 

tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian 

Daerah Sumatera Selatan dalam menjalankan fungsi penyidikan pada 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas 

tanah.
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Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dari segi teoritis, serta menjadi sumber 

masukan yang bernilai bagi dunia pendidikan, khususnya bagi institusi 

kepolisian dan bidang ilmu hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan referensi bagi 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya 

perpustakaan Fakultas Hukum, serta bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan terhadap penelitian ini. 

b. Dapat menambah wawasan penulis terhadap dunia Kepolisian sebagai 

penyidik terutama dalam Peran Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan 

Surat Peralihan Hak Atas Tanah. 

c. Sebagai suatu bahan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang 

akan meneliti penelitian yang sama. 

D. Kerangka Konseptual 

Adapun kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepolisian Daerah Sumsel 

Polisi merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti menangkap pelanggar hukum 
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atau melaksanakan peran sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab atas 

keamanan.13 

2. Peran Kepolisian Sebagai Penyidik 

Penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak 

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.14 

3. Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum adalah usaha untuk menyeimbangkan serta menyesuaikan 

hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum dengan 

tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat.15 

4. Pemalsuan Surat 

 

Pemalsuan surat merupakan tindakan memalsukan suatu dokumen atau surat 

dengan maksud untuk menipu, yaitu dengan membuat dokumen tersebut 

tampak seolah-olah asli, padahal sebenarnya tidak demikian.16 

5. Peralihan Hak Atas Tanah 

 

Peralihan hak atas tanah merupakan unsur penting dalam sistem hukum 

pertanahan di Indonesia. Istilah ini menggambarkan proses berpindahnya 

kepemilikan atau penguasaan tanah dari satu pihak ke pihak lainnya, baik 

karena tindakan hukum maupun peristiwa hukum tertentu.17 

 

13 Elvi Alfian, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik 

Terhadap Penegak Hukum,” Legalitas: Jurnal Hukum 12, no. 1 (2020): Hlm 27. 
14 Andi Sofyan, Hlm 2 
15 Laurensius Arliman S, Hlm 4 
16 Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Iham Ahmad Raihan, “Penerapan Pasal 263 Kuhp 

Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu,” Journal of Law, 

Administration, and Social Science 4, no. 4 (2024): Hlm 593. 
17 Muhammad Khaidir Kahfi DKK. Hlm 8 
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E. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

Tabel 1.1 Review Studi Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penulis Tahun Pembahasan 

1. “Peran saksi ahli dalam 

pembuktian kasus 

pemalsuan surat pada 

perkara NO / LPB / 196 

/ I / 2018 / SUMSEL / 

RESTA / SPKT di 

Polrestabes Palembang 

dalam perspektif hukum 

pidana Islam 

(Skripsi) 

Yunnita 

Purnama 

2022 Peran saksi ahli dalam 

pembuktian kasus 

pemalsuan surat pada 

perkara NO / LPB / 196 / 

I / 2018 / SUMSEL / 

RESTA / SPKT di 

Polrestabes Palembang 

dalam perspektif hukum 

pidana Islam” adalah ahli 

memberikan keterangan 

sesuai dengan 

pengetahuan dan 

keahliannya di bidang 

hukum pidana sehingga 

membuat terang suatu 

perkara untuk 

meyakinkan hakim, opini 

dan fakta yang terungkap 

ketika keterangan saksi 

ahli diungkapkan menjadi 
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    petunjuk untuk 

berjalannya proses 

penyelesaian tindak 

pidana. 

2 Peran Kepolisian Dalam 

Penyidikan Tindak 

Pidana Pemalsuan 

Dokumen Tenaga Kerja 

Wanita Sebagai 

Persyaratan Bekerja Di 

Luar Negeri (Studi Pada 

Kepolisian Daerah 

Lampung) 

(Skripsi) 

M. Fadjeri 

Ramadhan 

2019 penelitian dan 

pembahasan 

menunjukkan: (1) Peran 

Kepolisian dalam 

penyidikan tindak pidana 

pemalsuan dokumen 

tenaga kerja wanita 

sebagai persyaratan 

bekerja di luar negeri 

termasuk dalam peran 

normatif, ideal dan 

faktual. Peran normatif 

dilaksanakan peraturan 

perundang-undangan, 

khususnya Undang- 

Undang Kepolisian dan 

Hukum Acara Pidana. 

Peran ideal dilaksanakan 

dalam rangka mencapai 
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    tujuan penyidikan dan 

pelaksanaan tugas pokok 

kepolisian. 

3 Pembuktian Tindak 

Pidana Pemalsuan Surat 

Pada Peralihan Hak Atas 

Tanah (Putusan Nomor 

402/Pid.B/2021/Pn.Plg 

Dan Putusan Nomor 

1746/Pid.B/2020/Pn.Plg) 

(Skripsi) 

Muhammad 

Alvin 

Yudhistira 

2024 Hasil Penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa 

Pembuktian tindak 

pidana pemalsuan surat 

pada peralihan hak atas 

tanah pada kedua Putusan 

tersebut memenühi 

ketentuan yang diatur 

pada Pasal 183 KUHAP 

yang mengatur minimal 2 

(dua) alat bukti dalam 

pembuktian di 

persidangan dan hakim 

dalam menjatubkan 

pidana terhadap pelaku 

pada kedua Putusan 

tersebut telah 

menggunakan 

portimbangan hukum 

(ratio decidendi) dengan 
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    menggunakan pasal 263 

 

ayat (2) KUHAP. 

 

Analisis yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya ialah peran kepolisian dalam penegakan hukum menunjukkan variasi 

sesuai dengan jenis tindak pidana yang ditangani. Penelitian Yunnita purnama. 

Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB 

/ 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang dalam 

perspektif hukum pidana Islam” adalah ahli memberikan keterangan sesuai 

dengan pengetahuan dan keahliannya di bidang hukum pidana sehingga membuat 

terang suatu perkara untuk meyakinkan hakim, opini dan fakta yang terungkap 

ketika keterangan saksi ahli diungkapkan menjadi petunjuk untuk berjalannya 

proses penyelesaian tindak pidana. Sementara itu, penelitian M. Fadjeri 

Ramadhan. penelitian dan pembahasan menunjukkan Peran Kepolisian dalam 

penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai 

persyaratan bekerja di luar negeri termasuk dalam peran normatif, ideal dan 

faktual. Peran normatif dilaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya 

Undang-Undang Kepolisian dan Hukum Acara Pidana. Peran ideal dilaksanakan 

dalam rangka mencapai tujuan penyidikan dan pelaksanaan tugas pokok 

kepolisian. Selanjutnya, penelitian Muhammad Alvin Yudhistira menitikberatkan 

pada aspek pembuktian tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah di 

persidangan, yang harus memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan minimal 

dua alat bukti serta pertimbangan hukum hakim berdasarkan Pasal 263 ayat (2) 
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KUHP. Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan konseptual yang kuat 

untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai penyidik 

dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan surat peralihan hak atas tanah, 

khususnya dalam mengoptimalkan fungsi penyidikan guna menjamin kepastian 

hukum dan perlindungan masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian 

yang menitikberatkan pada pengamatan dan analisis terhadap penerapan 

hukum dalam praktik nyata yang terjadi di masyarakat, yakni meneliti dan 

memahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dan diterapkan di tengah 

masyarakat.18 Penulis mendapatkan informasi melalui fakta-fakta empiris yang 

diperoleh dari wawancara maupun studi lapangan secara langsung di 

Kepolisian Dasrah Sumatera Selatan terkait segala perspektif tentang 

permasalahan yang sedang dicari penyelesaianya. 

2. Sumber Data 

 

Berkaitan dengan tujuan penelitian, sumber data yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder 

yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

18 Elisabeth Nurhaini et.al. Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT Refika Aditama (2018).    

hlm 23 
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a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

responden melalui wawancara, observasi, dan penggalian informasi secara 

langsung di tempat penelitian.19 

b. Data sekunder mencakup: 

1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum pokok yang meliputi 

berbagai peraturan perundang-undangan. 

2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi 

untuk menjelaskan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan 

hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan jurnal. 

3) Sumber hukum tersier meliputi berbagai kamus 

(Indonesia,Inggris,Belanda, Hukum), ensiklopedia, dan data statistik.20 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti memanfaatkan Teknik pengumpul 

an data sebagai berikut: 

1) Wawancara merupakan metode yang lazim digunakan dalam pengumpulan 

data untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden atau 

informan yang menjadi subjek penelitian. Teknik ini cenderung memerlukan 

waktu lebih panjang serta proses yang lebih rumit dibandingkan dengan 

penggunaan angket, karena melibatkan interaksi tatap muka antara peneliti 

dan responden. Melalui komunikasi verbal secara langsung, peneliti dapat 

menelusuri jawaban secara lebih mendalam serta memperoleh pemahaman 

 

19 Sattar Abdul Rahman dkk., Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta : Penerbit Widana Bakti 

Persada. (2022). Hlm 16 
20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Penerbit Sinar Grafika, (2024). Hlm 

43 
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yang lebih komprehensif mengenai pandangan maupun pengalaman 

responden.21 

2) Persepsi digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku, sikap, dan 

aspek-aspek lain yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, persepsi 

juga berfungsi untuk menggambarkan hal-hal yang menjadi fokus penelitian 

ini, terutama terkait kegiatan yang dilakukan serta individu yang terlibat di 

dalamnya. Dalam konteks penelitian ini, persepsi diperoleh melalui 

pengamatan langsung terhadap fakta-fakta di lapangan dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan kasus 

pemalsuan surat peralihan hak atas tanah.22 Untuk memperoleh data yang 

relevan serta menggambarkan suatu peristiwa secara akurat, sekaligus 

memberikan kesempatan bagi responden untuk menjawab pertanyaan 

peneliti. 

3) Pengumpulan data melalui sumber tertulis dilakukan dengan memanfaatkan 

berbagai warisan dokumenter seperti arsip, buku yang memuat teori, 

pendapat, argumen, maupun ketentuan hukum yang relevan dengan 

penelitian. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi 

merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan serta 

pengumpulan dokumen-dokumen yang berisi informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian.23 Dalam hal ini, data yang akan diperoleh dari dokumen- 

 

 

 

21 Vera jenny Baseroen, dkk, Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, ed. Efitra, 1st ed. jambi: 

PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2024). Hlm 33 
22 Nasution, Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara, (2016). Hlm 44 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ,Bandung: Alfabeta, (2016). Hlm 191. 
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dokumen yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang menjadi objek 

penelitian adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 

4. Teknis Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder dimanfaatkan dalam 

penelitian ini untuk menggambarkan, menjelaskan, serta mengklarifikasi masalah 

terkait dengan topik penelitian. Sebagai hasilnya, penelitian ini dipastikan bisa 

menyampaikan deskripsi yang jelas terkait judul yang dikaji 

G. Sistematika Penulisan 

Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan sistematika pembahasan 

sebagaimana berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini mengakji latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, serta tujuan 

dan manfaat. Selain itu, bagian ini juga dilengkapi kerangka konseptual, review 

studi terdahulu serta relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian 

ini juga menjadi fondasi awal dalam memahami konteks, arah, dan pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian secara menyeluruh. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustka ini meliputi tentang: 

A. Tinjauan umum tentang Peran Kepolisian Sebagai Penyidik dan Penegakan 

Hukum 

1. Pengertian Pidana 

 

2. Pengertian Peran Kepolisian 

 

3. Pengertian Penyidik 

 

4. Pengertian Penegak Hukum 
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B. Pemalsuan Surat Peraliahn Hak Atas Tanah 

 

1. Pengertian Pemalsuan surat. 

2. Jenis-jenis Pemalsuan surat. 

3. Pengertian peralihan hak Atas tanah 

4. Pengertian Tanah 

BAB III METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini membahas secara mendalam terkait Peran Kepolisian Daerah Sumsel 

Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Peralihan 

Hak Atas tanah, Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Kepolisian 

Daerah Sumsel Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan 

Surat Peralihan Hak Atas tanah. 

BAB IV PENUTUP 

Bab terakhir merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 

pembahasan penelitian serta memuat saran-saran yang diberikan peneliti kepada 

pembaca.
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